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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 PELAIHARI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG 

Nomor  :          /421.5-SMKN.2/ III /2023
Nomor  : …………………………


Pada hari ini .............. tanggal ………….. bulan…………… tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian antara:
	
I. Drs. Rodi Hartono, M.Pd.
Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pelaihari. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 yang beralamat di Jalan Husni Thamrin RT.06 Desa Pemuda (KNPI), Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut disebut PIHAK KESATU.

II. drg.Budi Rukhiyat
Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.68 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK
Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah kejuruan untuk 
menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul  maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang ruang lingkup dan aturan-aturannya tertuang dalam Pasal-Pasal berikut ini :

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pelaihari, melalui peningkatan mutu keilmuan dan pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan di dunia kerja untuk menghasilkan lulusan dan Sumber Daya Manusia yang unggul dan profesional sesuai bidang keahlian.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

1) PARA PIHAK setuju untuk mengadakan kerjasama dalam hal peningkatan kompetensi ilmu keperawatan.
2) Kompetensi ilmu keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kompetensi yang dimiliki oleh Peserta Didik dan/atau  Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pelaihari.
3) Peningkatan kompetensi ilmu keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui program pemagangan dengan kualifikasi dan ketentuan lainnya yang diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.
4) Peningkatan kompetensi ilmu keperawatan melalui penyelenggaraan program pemagangan termasuk namun tidak terbatas pada:
a. penyediaan Tenaga Pengajar /Instruktur Tamu oleh PIHAK KEDUA dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pelaihari, yang jumlah dan frekuensi kehadiran guru tamu tersebut ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
b. penyediaaan Assessor eksternal oleh PIHAK KEDUA dalam hal uji kompetensi keahlian dan/atau pelaksanaan sertifikasi Uji Kompetensi di DU/DI untuk Peserta Didik dan/atau Guru.
c. penyelarasan kurikulum jurusan dengan sistem yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
d. penyelenggarakan update teknologi  bagi Guru untuk meningkatkan kompetensi.
5) Pemberian informasi rekrutmen pegawai oleh PIHAK KEDUA yang dapat diakses sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
a. mendapatkan kesempatan untuk menyelaraskan kurikulum jurusan dengan sistem yang terdapat pada PIHAK KEDUA untuk diterapkan pada kurikulum yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.
b. melaksanakan program pemagangan bagi Peserta Didik dan/atau Guru pada PIHAK KEDUA.
c. mendapatkan Tenaga Pengajar/Instruktur Tamu dan/atau Assesor eksternal dari PIHAK KEDUA apabila diperlukan.
d. mendapatkan informasi rekrutmen dari PIHAK KEDUA.
e. mendapatkan surat keterangan telah menyelesaikan program pemagangan dari PIHAK KEDUA.

2) PIHAK KESATU  mempunyai kewajiban :
a. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan PIHAK KEDUA,  termasuk didalamnya adalah penyiapan tenaga pendidik untuk penyelarasan kurikulum jurusan dan penyiapan materi pemagangan bagi Peserta Didik dan/atau Guru.
b. menyediakan sarana dan prasarana Peserta Didik yang diperlukan untuk kegiatan pemagangan.
c. menjaga fasilitas, sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA.
d. melakukan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
a. memberi masukan terhadap penyelenggaraan program pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
b. menentukan nama Instruktur/Tenaga Pengajar dan/atau Assesor yang diminta oleh PIHAK KESATU.
c. turut serta membantu PIHAK KESATU dalam hal perumusan teknis pelaksanaan program pemagangan.
d. menentukan penempatan dan pembagian jadwal magang dari Peserta Magang.
e. menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas jasa yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. menentukan kualifikasi Peserta Didik yang dapat melakukan atau mengikuti tes rekrutmen oleh PIHAK KEDUA.

2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
a. memberikan bimbingan kepada Peserta Didik selama program pemagangan berlangsung.
b. memberikan surat keterangan telah selesai melaksanakan program pemagangan kepada Peserta Didik.
c. membantu PIHAK KESATU melaksanakan program pemagangan yang dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA.
d. memberikan penilaian atas pelaksanaan program pemagangan yang telah dilaksanakan.
e. menyediakan tenaga yang berpengalaman sesuai bidangnya untuk menjadi Instruktur/Tenaga Pengajar dan/atau Assesor (penguji) Eksternal dalam Uji Kompetensi Keahlian.
f. memberikan akses informasi rekrutmen Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin.
g. memberikan  kesempatan yang sama kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pelaihari, untuk mengikuti tes rekrutmen tenaga kerja yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sepanjang terdapat kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TIM PELAKSANA
Pasal 5
Tim pelaksana dari program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini terdiri dari:
1. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pelaihari.
2. Pimpinan/Koordinator dari PIHAK KEDUA.
3. Waka Humas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pelaihari.
4. Ketua Program Keahlian.
5. Guru Produktif Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pelaihari.

BAB IV
WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 6
Jangka Waktu

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan sekali akan dilakukan evaluasi serta dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan oleh PARA PIHAK.
2) Dalam keaadaan tertentu, evaluasi dapat dilaksanakan lebih cepat dari ketentuan semula.
3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah termasuk namun tidak terbatas pada keadaan seperti force majeur dan adanya indikasi tindakan kriminal oleh Peserta Didik.
4) Perpanjangan terhadap perjanjian kerjasama dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis yang dibuat oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habisnya waktu perjanjian.
5) Apabila pemberitahun perpanjangan tidak diterima oleh PIHAK KEDUA untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya waktu perjanjian, maka perjanjian kerjasama akan diselesaikan sampai dengan  waktu perjanjian berakhir.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian
1) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:
a. habisnya waktu perjanjian;
b. hasil evaluasi
c. force majeur
2) Terhadap perjanjian yang berakhir karena hasil evaluasi dan force majeur maka seluruh biaya pemagangan yang telah disetorkan ke rekening kas BLUD tidak dapat dikembalikan.
3) Untuk mengakhiri perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian

BAB V
FORCE MAJEURE
Pasal 8
Keadaan force majeure

1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini yang disebabkan  atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai force majeure.
2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure dalam perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah, penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK.
3) Apabila terjadi force majeure maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan force majeure wajib memberitahukan kepada PIHAK lainya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya force majeure untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari force majeure tersebut.

BAB VI
BIAYA-BIAYA
Pasal 9
Pembiayaan

1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini tundak pada Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tarif Layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Beojasin.
2) Pembayaran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3) Apabila terdapat perubahan tarif pada Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tarif Layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin, maka seluruh biaya pemagangan akan menyesuaikan dengan tarif baru terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tarif Layanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin yang baru.

BAB VII
KERAHASIAAN
Pasal 10
Kerahasiaan Data

1) PARA PIHAK sepakat untuk saling  bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini;
2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ruang Lingkup Pasal 2 dan tidak akan memberikan kepada PIHAK lain tanpa sepengetahuan tertulis dari PARA PIHAK.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 11
Ketentuan Lain

1) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah PARA PIHAK.
2) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat. 
3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materai secukupnya oleh PARA PIHAK. 







BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas kesepakatan bersama.
2) Apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat sebagai wujud nyata adanya kerjasama yang baik antara Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin dengan penyelenggara pendidikan. PARA PIHAK telah menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama ini sepatutnya dilakukan dan dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
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Mengetahui,
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